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BABIV 

PENUTUP 

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka penulis dapat 

mengambil beberapa poin-poin penting diantaranya adalah : 

4.1 Kesimpulan 

a. 	Kesepakatan kerja waktu tertentu sebagian yang besar digunakan dalam 

sistem Penyediaan Jasa dimana kesepakatan kerja waktu tertentu ini 

mempunyai beberapa syarat yang harus dipenuhi dan segala obyek apa 

saja yang ada dalam proses negosiasi harus dicantumkan dan 

dipertanggungjawabkan. Dimana dalam kesepakatan kerja waktu tertentu 

pada sistem Penyediaan Jasa dapat diperpanjang dengan syarat-syarat 

tertentu. 

b. 	Sistem Penyediaan Jasa dalam pemenuhan hak normatif apabila terjadi 

perselisihan dalam prakteknya masih timbul kerancuan tidak sesuai apa 

yang dicantumkan dalam peraturan yang berlaku namun hukum hams 

ditegakkan oleh karena itu khususnya masalah Kesepakatan Kerja Waktu 

Tertentu (KKWT) yang digunakan dalam sistem Penyediaan Jasa 

mempunyai suatu akibat hukum yang dapat berupa pemutusan hubungan 

kerja dikarenakan pemberhentian secaJ;a mendadak yang nantinya dapat 

merugikan pihak pekerjafburuh maka dalam hal ini pemenuhan hak 

normatif yang dimiliki oleh pekerjafburuh harus dipenuhi yang dapat 
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diberikan dengan uang pesangon sesuai dengan peraturan yang berlaku 

sehingga kepastian hukum dapat ditegakkan. 

4.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan yang telah disebutkan diatas, dapat 

disampaikan beberapa saran, yaitu: 

1. 	hal-hal yang berkaitan dengan kesepakatan kerja waktu tertentu dalam 

Sistem Penyediaan Jasa dapat berjalan dengan baik maka pelaksanan 

seluruh persyaratan yang ditentukan dalam Permenaker Nomor: Per

02IMenl1993 menjadi suatu keharusan atau dalam arti kata lain kewajiban 

yang harus ditaati serta dilaksanakan oleh pengusaha maupun 

pekerjalburuh agar hak dan kewajiban masing-masing pihak bisa 

terlaksana dengan baik, terutarrianya untuk menjamin terlaksananya hak

hak pekerjalburuh yang dalam hal ini berada dalam posisi yang lemah. 

2. 	Keberpihakan pemerintah terhadap kaum lemah, yaitu pekerjalburuh 

bukan hanya sekedar janji yang tertuang dalam peraturan tetapi melainkan 

harus menjadi prioritas utama terutama dalam kaitannya jika terjadi 

pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha yaitu penerapan sangsi yang 

tegas apabila tidak mematuhi peraturan tersebut diatas yang pada akhirnya 

bisa menciptakan kesejahteraan,bagi pekerjalburuh di Indonesia. 
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